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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
PEMERINTAH DESA KRETERANGGON

PERATURAN DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRETERANGGON

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraluran Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun - 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedomar. Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk nenye suaikar: dengan
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 ter tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Deca, maka dipandang pelu menetapkan
Anggaran Pendapalan dan Belanju Desa Selorejo Tahur Anggaran 2013
dengan Peraturan Desa.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 32 Tshun 2004 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negaia Republik Indonssiz Tahur, 20C4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4437)
sabagaimana telah diubah, terakhir dengan Urdang-Undzng Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2008
Nomor 59, Tambzhan Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20C4 tentang Psrimbangan
Keuangan anlara Pemarintah Pusal dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2004 iNomor
4438); ‘

3. Undang-Undang Nemer 12 Tawun 2611 tentang Psmuentukan
Peraturan Perundang-undangan  (Lamtaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer §234);

4. Peraluran Pemerintah Nemor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nc nor 158,
Tambahan Letbaran Negara Republik indonasia 4887y,

5. Peraluran Pemerintah Nemor 79 Tshun 2005 tentany edoman
Pembinaan dan Pengzwasan Penyeienggaraan Pem.arintahan
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonszia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraluren Menteri Dalam Megeri Nomar 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuzngan Desa:



.

Memperhalikan
tentang

Menstapkan

7. Peraluran Menteri Dalam Negeri Momor £3 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

| 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomar 6 Tzhun 2006
lenlany Alokasi Dana Desa (Lembarar Daoral Xabupalen
Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah
dengan Peralturan Daerah Kabupalen Lamongan Noraor 1 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Laianngan Tahun 2007 Nomor
1/E);

10. Peraluran Daerah Kabupaten Lemongan Nemor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susuran Organisasi dan Tata Ke/ja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamorgan Taiwn 2006 Nomor
6/€);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamonga:r Momor 14 Tahun 2006
lentang  Pembeniukar Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

12. Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor 17 Tahun 2006
tentang  Sumber Pendapatan dan Kekayaan Dess (Lambaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

13. Peraturan Dasrah Kabupaten Lamengan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tanun 2006 Nomor 15/E);

14. Peraturan Daersh Kahupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012
tentang Anggarzn Pendapatan dan Belznja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahur Anggaran 2013.

15. Peraturan Bupali Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 ientang
Penjabaran Anggaran Pendapatar dan Bolanja Daerah K abupalen
Lamongan Tahun Anggaran 2013,

17. Peraluran Dasa Kreleranggen Nomor 02 Tahun 201C lentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita Acara BPD lentang Perselujuan Rancargan Peraluran Dssa
Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA KRETERANGGON TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGSON TAHUN
ANGGARAN 2013,

Pasal 1
Jumlah Anggaran Pendapstan dan Belanja Desa Kieteranggon Tahun
Anggaran 2013 sejumlah Rp. 358.603.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh
Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Riby Rupiah}



Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan
b. Belanja

1) Langsung

2) Tidak Langsung
. Pembiayaan

1) Penerimaan

2) Pengeluaran

Rp. 359.693.000

Rp. 145.710.000
Rp. 212.893.0C0

Rp. 35.603.000
Rp. 359.603.000

Fasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belznja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Penjabaran mengenai

lebih lanjut dengan Peraturan

Pasal 4

teknis pelaksanaan dalem Peraturan ini, diatur

Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
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Lampiran Peratura Dasa Kreteranggon Kec Samnbeng

Kab. Lamongan
MNomor
Tunggol

Tertano
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAVBENG

1 Tahun 2013

27 Pobruwi 2013
: Angyara. Pendapatan dan

Buienja Desa Kreteranggon

TAHUN ANGGARAN 2013
TAHUN " TAHUN |
RE KOG URAIAN SEBELUMNYA |  BERJALAN KET.
(Rp.) {Rp.)
1 2 3 4 ]
1 PENDAPATAN
1.1 { Pendapatan A:ili Desa . .
114 Hasil Usaha Desa L
1.1.1.1 Bumdes Air Bersih
1.1.1.2 Hasil Usaha Koperasi Desa
1.1.1.3 Hasil Usaha PKK
[ 1.1.1.4 Ost. ............ Y .
1 1.1.2 ; Hasil Pe..gelolaan Kekayaan Dasa 19.000.000 14.00.000
1121 Tanah Kas Dera
| 1.1.2.9. Sewa Bengkok Kades 6.000.000 5.000.000 §
| 1.1.212 | Sewa Bengkok Perangkat Desa 13.000.090 ;13,009,000 | T T
F 11213 Sewa Eks Benc kck Sekdes PNS .
| 1..2.1.4 Sewa Tanah Des4 lainnya T
3122 " PasarDese . I
Ai23 Pasar Hewan . ) "
(1.1.24 Penyebrangan Perahu miiik Desa e ! . N
1 1.1.2.5 Sewa Bangunan milik Desa o ]
1.1.1.26 Tempat Pelelangan Ikan milik Desa — l
(1,127 Lain-ain Kekayaan milik Desa . T 1
1.1.2.8 DSt, ..., |
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 14,000,000 14 090,000 | K
1.1.3.1 Swadaya penunjang ADD dan Bansun 9.002.00G 8.060.000
Swadaya penunjang Jalan Poros, Vet -t dan i
 1.1.3.2 Plengsengan 1 5.000.000 5000000
1 1.1.3.3 Swaday: Pembangunan Balai Desa | o L o
[ 1.1.3.4 Swadaya Proyek PNPM-MP L o
L Dst. ............. o
L‘I__IA Hasil Gotong Royong e 25.000.000 ; 29.500.000 | ) ‘
1.1.4.1 Gotong royong dinilai dengan uang .29.000.000 ; .....29.500.000 | , 7}
1142 [ ,’ e N
- S o
' 1.1.5 Lain-Jain Pendapatan Asli Desa yang sah 2.500.000 2,900.000 i
1 1.1.5.1 Leges surat menyurat 1.300.000, 1  1.300.000, : A
1 1.1.5.2 Leges jual beli Tanah L ...500.000, | 600000, |
1153 Leges NTCR 700.000, 800,000, ; B
1154 Punggutan usaha batu bata/ genteng — L } .
1.1.5.5 Sewa Handtraktor o
1 1.1.56 Hasil Infaq dan shodakoh e A !
1.2 Bagi Hasil Pajak T 3.203.000 | 5305000 ]
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten " T B . |
: Rumus = nilai
1221 Intensif PEB i L ......2.202.000 ..2.203.000 ; baku
1222 Dst. ............ = . X 64,8x 10% i
- ... -3 Bagi Hasil Retribusi_ | i
1.3.1 Retribusi tempal wisata ,. R T -
1.3.2 Relribusi pasar desa _ } i



,a:!;,’: 4,*,5‘

1 2 3 4 I 5
1.4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan 30.000.000 £6.500.000 '
___| Pusat dan Daerah .
1.4.1 ADD ... 41.500.000 : 48.000.000
14.2 BANSUN 38.500.000 | 38.500.000
1.4.3 Dst................
1.5 { Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,
., .| Kabupaten/Kota, dan desa lainnya i
| 1.6.1 Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.1.1 —
NP S A
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 0 ... 0
| 1.5.2.1 Pembangunan Jalan Paving 0 0]
1.5.2.3 . - e R S
1153 Bantuan Keuangan Pemerintah 95.200.000 | - 20.500.000 |
Kabuputon/Kota .
1.5.3.1 TPAPD Kades 19.600.000 10.800.000
1.5.3.2 TPAPD Perangkat Desa 78.200.000 £3.600.070 -
[ 1.5.3.3 TPBPD 4.400.000 4.400.0n0
| 1534 Bantuan Pembangunan Kantor/Balal Desa - ”__
1.5.3.5 Puma Bhakti Kepala Desa ]
1.5.3.6 Puma Bhaku 8PD
1.6.3.7 Asuransi Kepala Desa 1.000.000 0.
1.5.3.8 Bantuan Program E-KTP 1.000 000 0.1
1 1.5.3.9 Bantuan Pemilihan Kepala Desa ol 6.500.000 |
= Bantuan Untuk 26 RT x &.Rp.200.000 | 5.200.000.
A4 | Bantuan Keuangan Desa lainnya :
15441 Tunjangan kinerja Sekdes PNS o
1 1.5.4.2 Dst........c......
1.6 | Hibah ] )
| 1.5.1 Hibah dari peinerintah )
[ 1.5.1.1 PNPM-MANDIRI Perdesaan Jalan Rabal Setor A )
812 ’
1.6.2 Hibah dari pemerintah propinsi T
1621 -
1 1.8.2.2 Plengsengan Jembatan B
1,33 Hibah dari pen erintah Kabupaten/Kota §0.000.000 | 50,001,000 )
Rehab Geduny, SDN Selorejc fi,Rehab ) )
1331 Pustu,Kantor D2sa .
Jalan-Poros De sa,Jembatan,Plengsengan-dan '
1 1.3.3.2 Sarana air Bersih 50.060.000 50.000.000
L Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau
134 Hibah dari badan/organisasi/swasta
1341
| 1.35 | Hibah dari kelompok masyarakai perorangan
1.3.5.1 -
| 1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga - 36.000.009. | T
174 Sumbangan untuk Peugisian Kepaia Desa 35.000.000. N
 1.7.2 Dst.................
JUMLAH PENDAPATAN 291.903.090 |  359.503.000
L (1.141.2+41.3+41.441.5+1.6+1.7)




.}

|
1 2 3 . 4. LB
’”—'-" ' b St
S |
2 BELANJA ‘ e} e e i
2.1 | Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) ‘
i 500.000
211 Belanja Pegawai/Honorarium 500.000, 000,
2114 Honoraium Petugas pemunggul PEB £00.0Cv, 500.000,
2.1,1.2 Honoraium Petugas LinmasDesa | :
2113 Honorarium PengurusRTRW | ool
2.1.1.4 Honorarium Kader Gizi B
24.1.5 Honorarium Pengurus LPM
2.1.18 Honorarlum Panitia Pengislan Perangkat Desa
2.11.7 rionorariumAunjangan B8P0
| 2.1.2 Belanja Barane/Jasa . L
2...2.1 __ | Belanja Perjal: nan Dinas 3.860.000 | 360,000 |
(2. .2.1.1 [ Perjalanan Din¢ s Kepala Desa 430.000, 48C.000,
{2212 Perjalanan Din:s Perangkat Desa 2.720.00¢ 2.720.000 _
| 2.1.2.1.3"_| Perjalanan Dineis LPM
1 2.1.2.1.4 Perjalanan Dinas Kader Gizi
[ 2.1.2.1.5 Perjalanan Dinas Timlak ADD 660.000 660.000
2. .2.2 Belanja Bahan/Material 141.450.000 |  141.350.000
2.1.2.2.1___| Belanja ATK 1.500.00C. 1.500 000,
 2.1.2.2.2 | Belanja Peralatan Kantor 1.710.000. 1.710.000.
1 2.1.2.23 Pemeliharaan Kantor/Balai Desa 3.750.000. 3.750.000. .
1 2.1.2.2 4 Pembayaran Rekening Listrik .240.000. 242.000. e
1 2.:.2.2.5 Belanja Pembangunan Kantor/Balai Desa .0 2,
2.1.22.3 | Pembayaran Rekening Air — S
21227 Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua) S — X T 700.000.:
1 2.1.2.2.8 Belanja Bahan / Material ADD 32.050.000. 32.050.000. L
2.1.2.2.9 Belanja Bahan /material Bansun 45.500.000. 45.500.000.
2.1.2.2.10 | Belanja-Material Jalan ‘poros Desa __55.000.009. §5.000000. [
21.22.11 | Belanja Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau ;
2.1.2.2.12 | Belanja Pembangunan Plengsengan :
2.1.2.2.13 | Belanja Pembangunan sarana air Bersin . T
21.2.2.14 _ | Belanja Pemeliharaan Komputer 509.000. 800.000. . o
 2.1.3 Belanja Modal T
2.131 Belanja Modal Tanah T I )
2132 Belanja Mndal Jaringan fistrik B ]
2.1.33 Belanja Modal Komputer f T
2.1.3.4 Belanja Modal Alat Fogging s ) ]
2.1.3.5 Belanja Modal Pemotong rumput _ ! -
2136 Belanja Modal Meubeilair
21.3.7 Cst. ........... ) B 1
2.2 Belanja Tidak Langsung :
(2.2.142.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2 5)
2,21 Belanja Pegawai/penghasilan Kades 16.5600.000 16.300.000
2.211 Hasil Sewa Bengkok Kades 6.000.000 i 6.000.000
22111 | TPAPD Kades 9.600.000 10.800.000
22112 Asuransi Kepala Desa 1.000.000
Purma Bakii Kepala Desa R R
2212 Belanja Pegawailpenghasilan Sekdes - N
2.2.1.2.1 Tunjangan Kinerja Sekdes PNS —_— . e
| 2.2.1.2.2 Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS " T - ‘
221.23 TPAPD Sekdes non PNS i
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BADAN F ERMUSYAWARATAN DESA
L (BPD)

3 DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
P KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERANGGON KECAMATAN
SAMBENG
NOMOR : 188/,..,/413.317.03.1 /2013

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KRETERANGGON TENTANG
ANGGARAN P=NDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

s BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERANGGON,

Menimbang i bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Dasrah
e | Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
o Pendapatan dan Belanja Dess dar Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupali
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang, perlu menetapkan
- Perseltujuan alas Rancangen Peraturan Desa Kroloranggon lentang
Anggaran Pendanaten dan Belanja Desa Kreleranggon Tahun
Anggaran 2013 dznoan Kenutusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat © 1. Undang-Undznz Moiner 32 Tahun 2604 lentang Pemerintahan
Daerah (Lemharan Megara Republik indonssia Tahun 2004
Nornor 125, Tambzhan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) scbagiaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor §9, Tambahan Lembaran Nsgara
Reputlik Indonesia Nomor 4844); .

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200.; lentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pomerintahan Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nome: 5234); .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik indoriasia 4587);




10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rspublik Indonesia
4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabiupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 7000
tontang Anggaren Pendapatan dan Pelanja Desa (Lenibaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Dasrah Kabupaten Lamongen Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) ssbagairana lolat diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lemongan Tahun 2007
Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedomen Susunan Organisasi  dan Teta Kerja
Pemerintahan Desa (Leinbaran Daerzh Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemor 10 Tahun 2006
tentang Pembentukan Badan Permusyawaralzn Desa (Lemoaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1IE);

Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang  Pembeniukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 20C6 Nomor 4 \E),

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Duerah Kabupalen
Lamongan Tah.n Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor  / );

Peraluran Daerah Kabupalen Lamongan Nemor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkal Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
15/E); .
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tzhun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2C11 Nomor 16); '
Peraluran Bupali Lamcapan Nomor 33 Tahun 2002 tantang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
Peraluran Bupati Lamongan Nomer 35 Tanun 2012 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dzn Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012,

Peraturan Desa Kreleranggon Nomor 02 Tahun 2010 ientang
Rencana Pembangunan Jangka Monengah Desz .



Memperhatikan

Menetapkan

' Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kreterangaon

membahas rancangan Peraturan Deca ienlang Anggaran Fendapatan
dan Belanja Desa Kreteranggon tahun anggaran 2013,
MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANSAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDARATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
TAHUN ANGGARAN 207 3.

Pasal 1
Menyetujui rancangan Peraluran Deca tentang Anggaran Pandapatan
dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2013,

Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ¢engan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa seria kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersehut dalam Pacal * sebagainiana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkar,.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Kre’eranggon
Pada tanggal . 27 Pebryari 2013

DAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERAKGGON
-.,K‘E‘,?""""- ~U% \

Y/~ N2\  Ketua

N Drs.SALIK



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN _
BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KRETERANGGON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027/ ..../413.317.09.1/ 2013

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Pebruari Tahun Dua
Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng
Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kreteranggon perihal Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2013,
Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon mengadakar. rapat membehas rancungan
Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Nesa dan meperhatikan usul
dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon menyatakan
menyetujui rancangan Peraturan Desa lentang Anggaran Pendapatar: dan Belanja Desa
Kreteranggon Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kreleranggon Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai
pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kroteranggon

1. Drs.SALIK
Ketua

SLAMET.S.Pdi

....................

SON HADJI

Anggota

6. KHOIRUL HUDAH S.Ag
Anggota

7. MATNAIM
Anggota

8. PRAWOTO

Anggota

KASMANAN S.Ag

Anggota

10. JAMALi
Anggota

1.

©

Anggota O



B

@tg:e

Menetapkan

Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik 'iidonesia Nomor 4438 )

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah  dan  Kewenangan Provinsi Schagai Dacran  Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 %

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 “Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcaesia Nomor
3988);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahan 2005 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik IndoacsiaTehon 2095 Nomor 158, :l'ambahan
Lembaran Negarz chl'."..‘.""k Indanesia Nemor -51'857) :

9. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Teatang Program Pembangunan
yang Berkeadilan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang
Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan

12. Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Taaggal 31
Mar:t 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

13. Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/°MD Tanggal 18 Mei
2010 Tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaaa Pembzngunan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahen 2009
Tentang Anggaran Pendspatan dan Beianja Desa Tahun Anggaran
2010

15. Peraturan Daerah Kabupten Lamongan Nomor 17 Tehun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekeyaan Desa

16. Peraturan Daerali  Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahi1 2006
Teatang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkai De ia

17. Peraturan Desa Kreteranggon Nomor 02 ‘Tahun 2013 tentang lencana

Kcrja Pembangunan Desa ( RKP Des )

MM 7T AN .

PERATURAN KEPALA DUSA KRETERANGGON TENTANG

FENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2013



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRETERANGGON

KECAMATAN SAMBEN®;
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 02 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP Desa )

Menimbang : a.

TAHUN 2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Muha Esa

Bahwa untuk mewujudkan visi — misi desa yarg telah. disepakati
bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorienasi pada
kebutuhan riil masyarakat perlu  dirumuskan  peiaksanaan
pembangunan, baik skala desa dan atau skala Kecamatan / Kabupaten ;
Bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalum skala Desa dan
atau skala Kecamatan / Kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang
sesuai dengan daftar skala prioritas nembangunan baik tisik, ekonomi,
sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJMDzs, maka

perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa )

¢. Bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembaugunan

Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioricas kebijakan desa
berkait dengan prioritas progrum dan kegiatar serta kemampuan
pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menctapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (
RKP Desa ) Desa Kreterar.,ggon Tahun 2612

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 [ahun 2004 tentang Pemlentukan Peraturan

Perundang — undangan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389) ; '
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentaug Sistem Perencanaan
P.mbangunan Nasional ( Lembararn Negara Republik 'ndonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Numor 4421) ;

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Némor 4437) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Negara Nomor 3 tahun 2005 tentang Perutahan atas Undang-
undang Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara tzhun 2005 Nomor
38 tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)

Undang-Undang Nomor 33 Talun 2004 tentané Perimbangan

Kevangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (



7. Hasil Rapat RKP-Desa Desa Kreteranggon Hari Tanggal

2013

Tentang Pembentukan Tim Penyus.n Rencana Pembtangunan Jangka Menengah

Desa (RKP-Desa) Desa Kreteranggon tahun 2013

MEMEUTUSKAN :

I. Menyetujui Rencana Kereja Pembangunan Desa ( RKP-D:sa ) Desa KKreteranggon

Tahun 2012.

2. Persetujuan sebagaimana ayat ( 1 ) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan

desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedeman dalam penyclenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa. _
3. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / disyahkan

Ditetapkan di : Desa Kreteranggon
Pada Tanggal : 05 Februari 2013

Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon

SN AN K etua BP D

S S N
lh. 4 o \




